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Praktik kendaraan barang yang melebihi batas dimensi
(over dimension) dan muatan (over loading) atau ODOL menjadi
isu penting dalam transportasi darat di Indonesia.

Meskipun dianggap dapat meningkatkan efisiensi logistik, kendaraan
ODOL berdampak pada kerusakan infrastruktur, peningkatan risiko
kecelakaan, serta kerugian ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan “ ZERO
ODOL” b e s e r t a E-MANIFEST Surat Muatan Barang (SUMBA) guna
mewujudkan transportasi jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan

Tujuan :
ASPEK KESELAMATAN ASPEK KEPENGUSAHAAN ASPEK KENDARAAN
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6.390
Korban Meninggal Dunia

Kendaraan ODOL menduduki peringkat ke-2 
penyebab fatalitas kecelakaan lalu lintas 

nasional.

Rp. 43 T
Kerusakan Jalan / Tahun

Kerugian perbaikan jalan nasional akibat beban 
berlebih. Usia jalan turun dari 10 tahun jadi 2–3 

tahun.

80%
Truk Overload di UPPKB

Hasil pemeriksaan jembatan timbang 
menunjukkan 80% armada mengalami over 

loading dan 25% over dimension.

DATA DAN FAKTA DAMPAK PELANGGARAN OVER DIMENSI 
DAN OVER LOADING 



DASAR HUKUM
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UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Pengemudi dan / atau Perusahaan Angkutan Logistik

WAJIB mematuhi Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut, 

Dimensi Kendaraan & Kelas Jalan.

PASAL 169 Angka (1) :

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG ANGKUTAN JALAN

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dengan Alat

Penimbangan yang  Dipasang secara Tetap

digunakan untuk melakukan Pengawasan terhadap

SEMUA MOBIL BARANG.

PASAL 63 :

PERDIRJEN HUBDAT 

SK.736/AJ.108/DRJD/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN 

BERMOTOR DI JALAN

Muatan Angkutan Logistik yang melebihi 5 %

TILANG & DILARANG MENERUSKAN perjalanan

setelah MEMINDAHKAN kelebihan muatan.

PERMENHUB NOMOR PM 18 TAHUN 2021
TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG 

DAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN                   

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dengan ALAT 

PENIMBANGAN YANG DIPASANG SECARA TETAP 

dilakukan di Fasilitas Penimbangan.

PASAL 5 :

PERMENHUB NO.60 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN 

ANGKUTAN BARANG DENGAN 

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Mengatur Aspek Operasional dan

aturan keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran usaha angkutan barang

PERDIRJEN HUBDAT KP.4294/AJ .510/DRJD/2019 

TENTANG PEDOMAN NORMALISASI KENDARAAN 

BERMOTOR, KERETA GANDENGAN & TEMPELAN SK DIRJEN HUBDAT NOMOR 

AJ.502/15/20/DJPD/2026 TANGGAL 20 FEBRUARI 

2026 PERIHAL PENDAFTARAN NORMALISASI 

KENDARAAN BERMOTOR BERMOTOR



A. PENGAWASAN HULU KE HILIR

FLEET MANAGEMENT 
SYSTEM (FMS)E-MANIFEST Surat 

Muatan Barang (SUMBA)

Unit Pelaksanan
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)

TeknologiWEIGHT
IN MOTION 
(WIM);

ELECTRONIC TRAFFIC 
LAW ENFORCEMENT                  
(E-TLE) HUB

NORMALISASI
KENDARAAN 
BERMOTOR

1. FLEET MANAGEMENT 

SYSTEM (FMS)

2. E-MANIFEST

Surat Muatan Barang

(SUMBA);

3. Unit Pelaksanan

Penimbangan

Kendaraan Bermotor

(UPPKB);

4. Penggunaan

TeknologiWEIGHT IN 

MOTION (WIM);

5. Pelaksanaan ELECTRONIC 

TRAFFIC LAW 

ENFORCEMENT (E-TLE);

6. Pelaksanaan NORMALISASI

KENDARAAN BERMOTOR.
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1. FLEET MANAGEMENT SYSTEM
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Fleet Management System (FMS) adalah sistem terpadu yang 

menangani perencanaan, pemantauan, dan pemeliharaan armada 

alat berat, mengoptimalkan penggunaan aset dan mendukung

pengambilan keputusan operasional secara real-time.

Secara Garis Besar Fleet Management System mencakup :

1. Pelacakan lokasi via GPS;

2. Kontrol terhadap Keterisian Barang;

3. Manajemen Bahan Bakar;

4. Jadwal Preventif Perawatan Kendaraan;

5. Kontrol Perilaku Operator.



2. E-MANIFEST Surat Muatan Barang (SUMBA)
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SE-DRJD 8 Tahun 2026 : Pembangunan Aplikasi E-MANIFEST

Angkutan Barang (Transporter) dilaksanakan guna mendukung

Program ZERO ODOL dengan menyediakan Sistem Pendataan dan

Pemantauan Muatan Kendaraan secara Digital, Akurat dan

Terintegrasi untuk Meningkatkan Keselamatan, Menekan Kerusakan

Infrastruktur, serta Mendukung Penegakan Regulasi Angkutan Barang.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya Pengawasan Angkutan

berdasarkan Data dari Sumber Pemilik.
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3. UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

1. UPPKB Kemang Bogor : E-TLE

2. UPPKB Balonggandu Karawang : WIM & E-TLE;

3. UPPKB Cibaragalan Purwakarta : E-TLE;

4. UPPKB Losarang Indramayu : WIM & E-TLE:

5. UPPKB Tomo Sumedang : E-TLE;

6. UPPKB Gentong Tasikmalaya : E-TLE.

1

2

3

4

5
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KENDARAAN 

KELUAR

1. Pengemudi menempelkan Kartu BLU-e (bukti

pada Card Leader / QR Code Sertifikat Lulus

Uji pada Scanner jika sudah tersedia atau

petugas memasukkan data nomor kendaraan

ke dalam sistem Penimbangan untuk

Verifikasi data kendaraan sampai muncul

Identitas Kendaraan di layar

2. Petugas meminta Bukti Lulus Uji (jika belum

ada kartu / Sertifikat BLU-e dan / atau STNK,

SIM dan Surat Muatan kepada Pengemudi;

3. Petugas meminta informasi asal, tujuan dan

jenis barang jika tidak membawa surat

muatan;

4. Pemeriksaan dokumen kendaraan meliputi :

Keberadaan, Kesesuaian, Keabsahan dan

Keaslian Bukti Lulus Uji dan Surat Muatan.

Pos Pendataan : Petugas Penimbangan

Memiliki 

BLU-e

KENDARAAN 

MASUK

BELUM REGISTRASI

1. Petugas meminta Bukti Lulus Uji (jika belum ada

kartu / Sertifikat BLU-E, STNK, SIM dan Surat

Muatan kepada Pengemudi;

2. Proses Inputing Manual Informasi Data

Kendaraan ke dalam Database Sistem

Penimbangan;

3. Pemeriksaan dokumen kendaraan meliputi :

Keberadaan, Kesesuaian, Keabsahan dan

Keaslian Bukti Lulus Uji dan Surat Muatan.

Pos Pendataan : Petugas Penimbangan

1. Penimbangan Berat

Kendaraan;

2. Pengukuran

Dimensi

menggunakan

Sensor Dimensi

(di Platform) / 

Manual (di Area 

Parkir);

3. Pemeriksaan

persyaratan teknis

(insidentil terhadap

kendaraan yg

Dicurigai);

4. Pemeriksaan Tata 

Cara Muat.

PLAFTORM

TIMBANGAN

TIDAK MELANGGARMELANGGAR

Kendaraan yang 

Melanggar diarahkan               

ke Area Parkir 

PenindakanPELANGGARAN PENINDAKAN oleh PPNS

1. Dokumen;
2. Persyaratan Teknis Kendaraan;
3. Tata Cara Muat.

BAP : Pelanggaran / Tilang

4. Kelebihan Muatan > 5% dari JBI

1. BAP Pelanggaran / Tilang;
2. Transfer Muatan dilakukan jika Muatan > 50%;
3. Penyesuaian Muatan dilakukan oleh Pengemudi, Pemilik Barang dan / 

atau Pemilik Kendaraan.

5. Kelebihan Dimensi

1. Peringatan 1 Bulan untuk dilakukan Penyesuaian Dimensi;
2. Penyidikan Pasal 277 dengan Sanksi : Denda Maksimal 24 Juta / 

Kurungan 6 Bulan Penjara jika Tidak Disesuaikan;
3. Dalam hal Pelanggaran Cukup Tinggi dan Kemampuan PPNS Terbatas, 

maka dilakukan pendataan Pelanggaran untuk selanjutnya diteruskan
kepada Penegak Hukum setempat.

6. Normalisasi Kendaraan
Surat Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan                                  
AJ. 502/14/20/DJPD/2026 20 Februari 2026 Hal Pendaftaran Program 
Normalisasi Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan

Penyesuaian

8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UPPKB



4. TeknologiWEIGHT IN MOTION (WIM)
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Weight in Motion (WIM) adalah suatu alat timbang dan pengukur dimensi kendaraan bermotor dengan 
metode pengukuran beban kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak.

1. LHR kendaraan angkutan barang lebih dari 2.000 (dua ribu) kendaraan per hari;

2. Jalan strategis pada jalur utama;

3. Daerah rawan kecelakaan.

1. Meningkatkan data pengawasan
kendaraan angkutan barang;

2. Mempersingkat waktu
pencatatan dan pemeriksaan
kendaraan angkutan barang di 
UPPKB;

3. Memilah kriteria kendaraan
yang terdeteksi melanggar
dan tidak melanggar sekaligus
mendeteksi awal jenis
pelanggaran kendaraan
angkutan barang;

4. Meningkatkan keselamatan
petugas UPPKB karena petugas 
tidak perlu mengarahkan
kendaraan angkutan barang
masuk ke UPPKB.

1. Pengumpulan Data;

2. Analisa arus kendaraan dan
logistik angkutan barang yang
melalui jaringan jalan;

3. Penyaringan (pre-selection);

4. Memilah kendaraan angkutan
barang yang melanggar dan
tidak melanggar JBI/JBKI;

5. Penegakan Hukum;

6. Mentukan pelanggaran dan
sanksi pada kendaraan yang
melebihi JBI atau JBKI.
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Terdapat 2 (dua) UPPKB lingkup BPTD Kelas I Jawa

Barat dari Total keseluruhan 13 (tiga belas) UPPKB

yang ada di Seluruh Indonesia yang telah

menerapkan Teknologi WIM yaitu UPPKB

Balonggandu dan UPPKB Losarang.



1. Meningkatkan Kepatuhan: 
Mendorong kepatuhan terhadap
aturan lalu lintas angkutan jalan.

2. Menurunkan Pelanggaran: 
Mengurangi pelanggaran ODOL dan 
pelanggaran lainnya.

3. Efisiensi & Efektivitas: Proses 
penindakan lebih cepat, efisien, dan 
berbasis data.

4. Transparan & Akuntabel: Seluruh
proses tercatat rapi dan dapat
dipertanggungjawabkan.

5. Keselamatan Transportasi: 
Mendukung terwujudnya
transportasi yang selamat, aman
dan berkelanjutan.

5. ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)
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E-TLE Hub Kemenhub merupakan pusat integrasi data dan pengelolaan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan 

jalan dari berbagai sumber peralatan yang terhubung (WIM, RFID, ANPR, JTO, dan perangkat pendukung lainnya) 

menjadi satu sistem terpadu untuk penerbitan bukti pelanggaran elektronik (e-Tilang).

1. Meningkatkan kepatuhan
pelaku usaha dan pengemudi
angkutan jalan;

2. Mengurangi pelanggaran yang 
berpotensi menyebabkan
kecelakaan;

3. Mewujudkan penegakan
hukum yang transparan, 
akuntabel dan berbasis
teknologi;

4. Mendukung keselamatan
transportasi dan Zero ODOL.
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6. NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR
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Normalisasi Kendaraan adalah proses atau tindakan untuk

mengembalikan lebih dimensi pada fusuk kendaraan angkutan

barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan

ketentuan regulasi yang berlaku.

Normalisasi dimaksud diberlakukan untuk:

1. Normalisasi diberikan kepada kendaraan bermotor yang

Over Dimensi dan Regident sebelum Tahun 2025;

2. Kendaraan Angkutan Barang;

3. Pelaksanaan Normalisasi/Pemotongan dilakukan oleh

Perusahaan Karoseri / Bengkel Karoseri Resmi.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan

melaksanakan Normalisasi Terpusat sebagaimana yang

tertuang di dalam Surat Direktur Sarana dan Keselamatan

Transportasi Jalan Nomor: AJ. 502/14/20/DJPD/2026

Tanggal 20 Februari 2026 Hal Pendaftaran Program

Normalisasi Kendaraan Bermotor.



NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR
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Normalisasi Kendaraan adalah proses atau tindakan untuk

mengembalikan lebih dimensi pada fisik kendaraan angkutan barang agar

sesuai dengan standar produksi pabrik dan ketentuan regulasi

yang berlaku.



B. PENGENDALIAN
1. Pelaksanaan Sistem

Manajamen Keselamatan
Perusahaan Angkutan
Barang (SMK-PAU);

2. Pelaksanaan Sertifikat
Registrasi Uji Tipe
(SRUT);

3. Pelaksanaan Digitalisasi Uji 
Berkala BLU-E Full Cycle.

Pelaksanaan Sistem
Manajamen Keselamatan 
Perusahaan Angkutan
Barang (SMK-PAU)

Pelaksanaan Sertifikat
Registrasi Uji Tipe
(SRUT)

Pelaksanaan Digitalisasi Uji 
Berkala BLU-E Full Cycle

15



Sistem Manajamen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang (SMK-PAU)
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Sistem Manajemen Keselamatan 

(SMK-PAU) adalah bagian dari sistem

manajemen perusahaan yang digunakan untuk

mengelola risiko keselamatan secara

sistematis guna menjamin keselamatan

operasional transportasi. Tujuan utama

dari penerapan SMK-PAU adalah untuk

meningkatkan keselamatan

operasional, menurunkan tingkat

kecelakaan lalu lintas, membangun

budaya keselamatan di lingkungan kerja,

serta meningkatkan kinerja dan

pelayanan perusahaan.

Elemen Utama



Terdapat 226 Perusahaan karoseri yang

sudah terdaftar, sebanyak 229 karoseri aktif

melakukan permohonan dan 130 Perusahaan

yang tidak aktif

Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
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SRUT adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti

bahwa suatu kendaraan bermotor, kereta gandengan,

atau kereta tempelan yang dibuat atau dirakit

memiliki spesifikasi teknis yang sesuai dengan

sertifikat uji tipe (SUT).



Digitalisasi Uji Berkala BLU-E Full Cycle
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BLUe Full Cycle (Bukti Lulus Uji

Elektronik Full Cycle) adalah sistem

digitalisasi menyeluruh dan terintegrasi dari

Kementerian Perhubungan untuk pengujian

berkala kendaraan bermotor (uji KIR). Sistem

ini menghubungkan alur layanan secara real-

time dari pendaftaran online, pengujian di

lapangan, hingga penerbitan dokumen digital

dan pelaporan nasional



C. KESIMPULAN
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HATUR NUHUN
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